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Tuntaskan Soal Aset

PONTIANAK, TRIBUN - Wakil Ketua
Komite IV DPD RI, Siska Marleni meng-
ungkapkan persoalan aset yang belum
tuntas terjadi di seluruh Indonesia. Ma-
salah aset menjadi satu di antara temuan
paling sering yang didapatkan oleh Ba-

nesia (BPK RI). iy

“Ini harus segera dituntaskan. DPD RI
memberikan tenggat waktu selama 60
hari kepada seluruh Pemerintah Provinsi
se-Indonesia untuk menyelesaikan per-
soalan aset di daerah masing-masing,”
ungkapnya usai kunjungan kerja da-
lam rangka tindak lanjut hasil peme-
riksaan Il Badan Pemeriksa Keuang-
an Republik Indonesia (BPK RI) 2017
di Balai Petitih Gubernur Kalbar, Se-
nin (14/5). .

Pemberian tenggat waktu sela-
ma 60 hari yang harus ?dimaksi-
malkan dalam upaya tindak lanjut |
temuan BPK RI, kata Siska, meru-
pakan tolak ukur melihat komit-
men para kepala daerah untuk me-
nuntaskannya. ‘

«Jika 60 hari itu tidak digunakan secara
baik. Maka, akan timbul hal-hal yang
lain. Tentunya akan menghambat
pemerintah daerah dalam me-
nyelesaikan temuan,” katanya.

Ia menimpali aspirasi da-
erah sudah disampaikan
ke pusat terutama ten-
tang manajemen aset. la
mengakui Komite IV DPD

dan Pemeriksa Keuangan Republik Indo-

RI mencatat beberapa hal terkait prob-
lem aset di Kalbar. e

“Regulasinya akan direvisi di tingkat
pusat. Seperti kekosongan manajemen
aset yang terus menjadi momok bagi pe-
merintah daerah dalam kelancaran pela-
poran keuangan dan asetnya,” tandas-
nya. (pra) !
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